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WALI KOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 30 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENEGASAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLAAN RETRIBUSI 

DAERAH PADA PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 

PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan efektivitas pengelolaan Pendapatan 

Asli Daerah, dipandang perlu menetapkan secara jelas wewenang, 

tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam pengelolaan retribusi 

pada perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan 

retribusi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu dilakukan analisis terkait kebutuhan koordinasi 

antar perangkat daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli 

Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan penegasan 

pelaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan retribusi daerah pada 

Peraturan Wali Kota Probolinggo tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi pada Unit 

Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan pemerintah Kota 

Probolinggo dalam Peraturan Wali Kota; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik 
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Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang NR 16 Dan 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801);Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494);  

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 
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7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 

tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk 

Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEGASAN PELAKSANAKAN 

TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH PADA 

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN FUNGSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO. 

 

Pasal 1 

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah 

yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota : 

1. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 

90); 

2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 

91); 
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3. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Pasar Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 

Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 92); 

4. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo 

(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 93); 

5. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 94); 

6. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota 

Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 95); 

7. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo (Berita Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 96); 

8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota 

Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 97); 

9. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Rumah Susun pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2018 Nomor 98); 

10. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota 

Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 99); 

11. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 100); 

12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 213 Tahun 2019 tentang Struktur 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan 

Masyarakat Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 

213); 

Selain melaksanakan tugas dan fungsinya, juga melaksanakan tugas pengelolaan 

retribusi sesuai dengan kewenangannya.  
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Pasal 2 

Peraturan Wali Kota ini berlaku beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya. 

 

Pasal 3 

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, 

diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan 

Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 
Ditetapkan  di  Probolinggo 

pada tanggal 5 Mei 2023 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

 
 

 
Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal 5 Mei 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 30 

 

 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H. 
NIP. 19780608 200903 1 004 
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